KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN APLIKASI e-HDW

DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA BEBANDEM

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM,

. bahwa dalam pengorganisasian konvergensi

pencegahan dan penurunan stunting di Desa yang
bertujuan untuk mendorong pastisipasi seluruh unsur

masyarakat;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021
tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan

Stunting;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu
menetapkan Keputusan Perbekel tentang
Pengangkatan Admin Aplikasi e-HDW  Dalam

Konvergensi Stunting Di Desa Bebandem.

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan  Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/
Per/X1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019
tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Yang Dianjurkan
Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



14.

15.

16.

L

18.

19.

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Derah Kabupatek
Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022
Nomor 38);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

.Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun
2016 Nomor 02);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 8);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

20. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

: Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Admin

Aplikasi e-HDW Dalam Konvergensi Stunting Di Desa

Bebandem;

: Admin yang dimaksud pada diktum kesatu adalah I
Putu Ana Swantara, S.Pd sebagai Admin Aplikasi e-

HDW Dalam Konvergensi Stunting Di Desa Bebandem,;

: Tugas Admin Aplikasi e-HDW Dalam Konvergensi

Stunting Di Desa Bebandem sebagai berikut.

a.

Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data
sasaran yang telah dikumpulkan oleh Kader
Pemberdayaan Manusia (KPM).

Melakukan identifikasi terhadap kegiatan
konvergensi stunting dalam satu tahun anggaran.

Memastikan realisasi kegiatan konfergebsi stunting.

. Melakukan input data laporan fasilitasi desa mulai

dari laporan triwulan I, triwulan II, triwulan Il dan
triwulan IV serta mencetak laporan scorecard
triwulanan dan scorecard tahunan.

Melakukan screenshot hasil capaian data sasaran
sebagai laporan bulanan di akhir bulan.

Mencetak dan menggunakan data e-HDW untuk
keperluan pendukung kegiatan Rumah Desa Sehat
(RDS), Rembug Stunting atau kegiatan lainnya.
Melaporkan kegiatan kepada Perbekel.



KEEMPAT

KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
- Pada'tanBgal 2 Januari 2024.
// ¢/  PERBEKEL BEBANDEM,
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KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN APLIKASI e-HDW

DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA BEBANDEM

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM,

. bahwa dalam pengorganisasian konvergensi

pencegahan dan penurunan stunting di Desa yang
bertujuan untuk mendorong pastisipasi seluruh unsur

masyarakat;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021
tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan

Stunting;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan ¢, maka perlu
menetapkan Keputusan Perbekel tentang
Pengangkatan Admin Aplikasi e-HDW  Dalam

Konvergensi Stunting Di Desa Bebandem.

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan  Gizi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 100);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/

Per/X1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014

tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019
tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Yang Dianjurkan
Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah  Desa  (Berita Derah  Kabupatek
Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022
Nomor 38);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun
2016 Nomor 02);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 8);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

20. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem
Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

: Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Admin

Aplikasi e-HDW Dalam Konvergensi Stunting Di Desa

Bebandem;

: Admin yang dimaksud pada diktum kesatu adalah I

Putu Ana Swantara, S.Pd sebagai Admin Aplikasi e-

HDW Dalam Konvergensi Stunting Di Desa Bebandem,;

: Tugas Admin Aplikasi e-HDW Dalam Konvergensi

Stunting Di Desa Bebandem sebagai berikut.

a.

Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data
sasaran yang telah dikumpulkan oleh Kader
Pemberdayaan Manusia (KPM).

Melakukan identifikasi terhadap kegiatan
konvergensi stunting dalam satu tahun anggaran.

Memastikan realisasi kegiatan konfergebsi stunting.

. Melakukan input data laporan fasilitasi desa mulai

dari laporan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan
triwulan IV serta mencetak laporan scorecard
triwulanan dan scorecard tahunan.

Melakukan screenshot hasil capaian data sasaran
sebagai laporan bulanan di akhir bulan.

Mencetak dan menggunakan data e-HDW untuk
keperluan pendukung kegiatan Rumah Desa Sehat
(RDS), Rembug Stunting atau kegiatan lainnya.
Melaporkan kegiatan kepada Perbekel.



KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
- “""Pada':t;z'n%gal 2 Januari 2024.
fsf pERBEKE’:%EBANDEM,

/
/

"% FGEDE PARTADANA




